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LEMBAGA AUDIT LINGKUNGAN
I. PENDAHULUAN

renegakan hukum, adslah suatu hal yang sela-
ma ini dianggap sebagal salah satu titik lemgh dari ke
seluruhan kebijaksanaan pemerintah dibidaeng lingkungan
hidup, diluar alasan-alasan yang sifa¥nya teknis-yuri-
dis seperti sulitnya membuktikan pencemaran dan kausa-
litas,"keengganan" pemerintah (terutams Penerintah«pe-
merintah daerah) untuk melakukan tindakan pemegakan hu
kum lingkungan yang tegas.
Kemungkinan meningkatnya pengaggurasn den berkurangnya-
pendapatan daersh, adalah dua faktor yang umumnya mem-~
buat pemerintsh daerah ragu-ragu daiam menegakkan hu -
kum lingkungan didaersahnya. |
Dari sisi pengusaha industri, ketaatan mereka terhadap
kaedah«kaedah hukum lingkungan, sangat ditentukan oleh
persepsi mereka terhadap kebijskssnaan pencegakan hukum
lingkungan yang dienut oleh pemerintah, Jika mereka ya
kin bahwa pemerintah serius melaksanakan'kebijaksanaan
penegakan hukum yang dianutnya, meke mereka pasti akan
"terpaksa" taat dan mematuhi selﬁruh_kewajihan-kewaji—

ban hukum yang harus mereka lakukan,

3ebaliknya,jika pengusaha industri berpendapet bahwa -

pemerintah masih dapat diajak berunding dalawm urusan -
penegakan hukum, mgka mereka juga akan cenderung untuk
main "petak'umpet" dan melalaikan kewajiban lingkungan

yang harus mereka“taati.
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IT. PERMASALAHAN

Apakah keuntungsn yang dapat diperoleh bagi -~
industri yang secara sukarels melaksanagkan kegigtan au-~
dit lingkungan ?

Bagaimana apabila ada peérusshaan-perusshaan yang melang
gar terhadap ketentuan tentang audit lingkungan %

Apekah keuntungan bagi magyarakat dari pelaksanaén audit
lingkungan oleh perusahaan tersebut ?

Bagaimana prospek lembaga audit lingkungan di lndonesia?
1IT. PEMBAHASAN |
. ‘Audit lingkungan (environmental audit) adalah
sﬁatu tindaken yang dilakukén gecara sistematik;periodik
obyektip,dan terdokumentasi dalam melakukan pemeriksgaan
terhadap fasilitas atau kegiatan operasional suatu peru
sahaan, untuk memastikan agar perusahaan tersebut memg-
tuhi seluruh persyaratan yang berkaitan dengan perlin -

dungan lingkungan yang ditetapkan olef peraturan hukum.

~4Ada beberapa jenis kegiatan audit lingkungan, namun u- -

mumnya yang paling banyak dilakukan audit compliance au
dit dan management audit. |

Compliance audit adalsh pemeriksaan yang tujuan utamg -
nya adalah untuk memasgtikan agar seluruh kegiatan opera
sional perusahaan menaati seluruh peraturan hukum ling-
kungen (in compliance with enviromental regulationsg).
Sedangkan Management audit adalsh pemeriksasn yang tuju
annya asdalsh untuk memﬁerikan informasi kepsda pihgk ma
najemen mengenail resiko dan sistem pengendalian resiko-
yang berkaitan dengan kemungkinan munculnys masalah-~-ma-

galah lingkungan,




Manfaat utama Compliaence audit maupun management audit
adaleh untuk memberikan datas dan intrormasi kepads mana
Jemen suatu perusahaan mengenai kemungkinan terjadinya
pelanggeran terhadap ketentusn Hukum Lingkungsn yang -
berlaku.

Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa pemerintah akan =
menegakan hukum lingkungan secara obyektif dan tegag, -
Jelas bahwa pihak manajemen perusahaanlsh yang paling-
berkepentingan untuk melaksanakan audit limgkungan, su
paya la terhindsar dari resiko:tuntutan pidana maupun =~
gugatan perdata. Fersoalannya, basgaimana dengan perudsa
haan-perusghaan yang sudah terlanjur melakukan kegia =
tan, misainya karena didorong oleh keyakinsn bahwa pe-
'merintah tidak skan melskukan tindakan penegakan hukum
yang tegasy

bagi peruséhaan semacam ini, melakukan kegiatan audit-
lingkungan dapet digolongkan sebagal kégiatan atau per
buatan “bunuh.diri", kareng hasgsil audit yang dilakukan
nya dari segi pidaha dapat memberatkan dirinya (selr -
incriminating). Perusshaan-perusahaan yang suaah- terla
njur melakuksn pelanggaran, akasn teraorong untuk mela-
kukan Kegiatan audit lingkungan jika ada kebijaksanaan
yang jélas dari pemeriniah untuk mempertvimpangkan iti-
kad baik mereka daluw tahap penegakan hukun,

Menyimgk pernyataan-pernyataan pemerintah di media mas
sa belakangan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dal-
am hgl yang berkaitan dengen kebijasksansan penaatan hu
kum lingkungan, pemerintah cenderung menggunakan pende
katan ckonomi sebagal salah satu alet untuk memsksa pe

ngussha industri agar mentaati ketentuan hukum lingku-
ngan,




Misalnya, program Bapedal untuk mengumumkan peringkat -
Kinerja Usaha (Business perrormance rating) Jelas dimsk
sudkan untuk "menganqam“ industri pencemar'lingkungan,-
Karena dengan masuk kategori buruk, produk mereks biga-
diboikot oleh masyaraskat.

Jelain itu dari berita-berits surat kabar belakahgan i~
ni, dapat dilihat bahwa baik pemerintsh pusat maupun da
erah nampaknya sudah mau mulai serius menegakan hukum -
lingkungen terhsdap pengussha-pengusaha yang bandel dan
cenderung melecehkan setiap tindakan korektif ysng dila
kuken oleh pemerintah.

Jika antisipasi bahwas dalam waktu dekat ini pemerintah=-
akan menerapkan kebijaksanaan penegakan hukum-lingkung—
an yang tegas dan konsisten juga diperceya oleh pengusa
ha industri, make dari sekarang mereka harus mulai mela

kukan upaya-upayas perlindungan linkungan dalam melgku -

kan kegiaten bisnis. oalah satu alat yang dspat dipergu.

kan untuk membantu mereka agar kegiatan-kegiatan bisgnis
mereka tidak merussk lingkungzan adalah dengan menerap -
kan audit lingkungen secara sukarela.

Sama halnya dengan audit keuangan yang diperlukan untuk
mengidencvirikasikan ada tidaknya kebocoran dalam penge-
lolaan keuangan suatu perusahaan, audit lingkungan -di -
perlukan untuk memberikan data bagi pihak eksekutif da-
lam mengevaluasi efektiritas sistem pengelolaan lingku-
ngan yang diterapksn olenh perusahszan.

Tujuan utamasnya adalah untuk mencegsh terjadinya pence-

maran lingkungen, dan memastikan agar kegiatan operasio




nal perusshaan sesual dengan ketentuan~ketentusn hukum
lingkungan yang berlgku. Di Ameriks meskipum gudit li-
ngkungan bukanlah merupakén suatu hal yeng diharuskan-
oleh peraturan perundangan, banyak perusshaan (umumnya
perusahaan besar) yang sudah melakukan kegiatan ini.
Audit 1ingkungan'yang dalam EPA (enviromentasl audity =~
policy) didefinisikan sebagsi suatu pemeriksasm yeng -
sigstematik, terdokumentasi, peripdik, dan obyektir ter-
dép kegiatan operasional suatu fasilitas produksi, me-~
miliki tujuan utams untuk memgstikan agar kegiatan ope
rasinal itu memenuhi persyaratan-persyaratan lingkungan
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Vi Ameriks EPA melalui pertanysan tentang kebijaksanaan
" audit lingkungan {enviromental auditing policy state =~
ment) tanggal 9 juli 1986 menyatakan bahwa dalam hal -
yang‘berkaitan dengan penegakan hukum, EPa secaras ka -
sus per kasus skan memperhatikan ussha-usaha yang jujur
dan tulus dari pelangger dalam menghindari dan secara-
cepat menanggulangi masalsh lingkungan yang terjadi.
Selsin itu pada tanggal 1 juli 1991 vepartemen Kehakim
an Amerika ( the uS Departement of justice) mengeluar-
kan suatu petunjuk (policy uwuidance) bagl ﬁara penuntut
umum yang isinys menyateskan bahwa pihak yang melakukan
gudit lingkungan secars sukarela dan dengan cepat mela
porkan pelanggaran yang dilekuk-annya kepeda pihak yang
berwenang, harus diberi kebijaksenaan khususg dalam ta=-
hap penuntutan {(should receive favorable prosecutorial

discretion).




EPA (environmental auditing policy) menyatskan bahwa au
dit lingkungan dilakukan karens peftimbangan bisnis yang
séhat (sound business reassons), khususnya untuk dipergu
nakan senagai alat untuk membantu menejemen perusahaan-
dalam mengelols dan mengendalikan pencemarsn secara pas
ti dan dalam wakiu yang tepat.
Oleh karena itu, jelas pada dasarnya suatu audit ling -
kungan haruslah dilskukan secara suksrela (voluntzry).
Ui Amerika ; KPA biss meminta suatu perusahaan untuk me
lakukan audit lingkungan jiks sudah tercapsil Kesepakat-
an untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi lewat -
proses negosiaéi {settlement negotiation).

Mengingat sudit lingkungan adalah suatu kegi-
‘atan yeng sifatnya sukarela maks meskipun kegiaven ini-
banysk manfaatnya, belum terlalu banyak perusahaén yang
melakukannya. kendalag utama yang membuat orang enggan -
untuk melakukan sudit lingkungasn adaleh ketakutan mere-
ka akan kemungkinan digunskennya laporan hasil audit -
lingkungan untuk menuntut mereka vaik secara picana mau
pun perdata. Uleh karena itu jiks pemerintah menghenda-
ki sgar panyak perusahaan melaxuxkan kegiatan audit ling
kungan secara sukarela, maka harus ada semacam jaminane
bahwa Kegiatan tersebut tidak gkan membahayaken airi -
sendiri,
Jika pemerintah memberikan jeminan pahwa laporan hasil-
audit tidak ekan dipergunakan sebagai slat bukti untuk-

menuntut perusahaan pelanggar kepengadilan, maka lantas




apa keuntungan masyarakat qari pelaksanaan audit ling -
kungan oleh perusabhaan tersebut v

Beberapa waktu yang lalu, sustu Lsm lingkungan mengelu-
arkan suatu pernyataan pers Yang isinys mengimbau peme-
rintah sgar kegiatan Anglisis Mengengi Dampak Lingkung-
an (AMLAL) dihapus dan diganti dengan kégiatan audit =
lingkungah. rerlepag dari tepat tidaknya imbsuan ini, -
tujusn ntamanya adaleh untuk memberikan perlindungan -
Yang lebih baik kepada ﬁaayarakat luas. _

- Tujuan melindungi kepentingan‘masyarékat akan
dapat dicapai, kalau kegiatan-kegiatan Yang mencemari -
atau merussk lingkungan dapat dihilangkesn atau minimgle
dikurangi, Oleh karensa itu,.jika kegiatan sudit lingku-
ngan dapat memenuhi tujusn tersebut, nampsknya masyara-
kat bisa menerima kalau laporasn hasil audit tidak dipa-
kei sebagai bukti untuk memberatkan diri si pengusaha -
gendiri (self-incrininating).

Di Indonesia, sudah ads upaya-upays untuk memasyarskat-—
ken pelaksasnsan audit limgkungan dalem kegiatan bisnis.
Namun demikian tampeknya ads beberapa orang yang rancu-
dalam memahami konsep audit lingkungen, karena mereka =
‘beranggapen bahwa sudit lingkungan adalah suatu mekanis
me hukum sdministrasi.

Untuk mencegah terjadinya kersncuan, maka ha-
rus ditegaskan lagi bghwa audit lingkungan adalah tinda
kén internal suatu perusshean untuk memeriksa dan memas

tikan bahwa kegiatan operasional perusshaan tersebut su




dah sesuai dengsan ketentuan;ketentuan hukum lingkungan-
yang berlakd.
Sejalan dengan makin tegasnya dan konsistennya pemerin-
tah Indonesia dalam menegakan hukum limgkungan, maka da
ri segi hukum ada beberapa keuntungan yang dapat dipet-
tik oleh industri yang secars sukarels melakukan kegiat
an agudit lingkungan. Pertama jika hasil audit menunjuk-
kan bahwa industri tersebut telah.melakukén pelanggaran
maks pemerintsh mungkin dapat meniru jejak &PA dan menu
tuskan untuk tidak melakukan tindskan penuntutan.
kedua, jika tindaekan penuntutasn tidak dapat dihindari,-
maka hasil sudit lingkungan dapat dipskal sebsgai pem -
belaan untuk membuktikan tidak asdanys niat jehat (mens-
rea) dalem tindakan yang dilakukanya.
IV, PENULUP
" Mengingat audit lingkungan ternyats herdaﬁpak
positif, baik terhadap upsya-upaya perlindungan lingku-
hgan magupun terhadap citra suatu perugsshaan yang melaku
kannya, meka pihak Kantor Menteri Negars Limgkungan Hi-
dup atau BAPEDAL sebaiknys sgera mengelusrkan suatu pe-
tunjuk ateu pédbman bagi pelaksahaan gudit lingkungan.
ﬁerdasarkan pernyataan seoraig pejabat papedal, dapat -
diketghui bshwa saat ini sedsng dipersiapksan suatu ran-
cangan peraturan hukum yang mengatur soal pelakssnaan -
gudit lingkungan di Indonesia.

Nampaknya dalem hal yang berkaitan dengan pe-

iaksanaan audit lingkungen, sama geperti pengaturan di-






negara-negera lain, di Indonesia audit lingkungan akan-
diatur sebagal suatu kegiatan sukarela, karena hasl itu-
lebih merupakan suatu alat managjemen {management tool)-
ketimbang suatu mekanisme atau alat penegakan hukum li-~
ngkungan.

untuk mendorong agar industri secara sukarels melakukan
kegiatan sudit lingkungan, maka perlu dibgrikan suatu =
ingentif dan keuntungén tertentu yang berkaitan dengan-
tindakan penegakan hukum. Karena terbatasnya wewenang -
hépedal, dan fakts bahwa tindkan penegakan'hukum berkait
an dengan instansi lain (Kepolisian dan Kejsksaan), mage
ka jelas bahwa peraturan hukum yang mengatur soal pelak
sanaan audit lingkungsn ini tidak bisa dalsm bentuk Su-
rat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Bape
dsl, kecuali jika yang hendsk diatur hanyalah rerscalan
teknis yang berkaitvan dengan pelaksanasn au-dit lingku-
ngan, untuk melindungi kepentingan masyarakat luss, ha-
rug pula diatur soal hak‘masyarakat untuk memiliki gk -
ses8 terhadap iaporan hasil sudit. Hal ini perlu dilazku-
kan . agar terdapat keseimbangan.dah pengawasan dari ma-
syarakat terhadap kebijaksanaen penegekan hukum yang ai
lakuken oleh pémerintah. Jiks setelah mempertimbangkan=-’
jenis dan tingkat pelanggaran serts itikad pelenggay, -
masyarakat tidak puas dengan kebijeksamgan penegakan hu
kum yeng dilakukan olen pemerintah, maka masyarakat da-
pat melakukan tindakan penegakan hukum sendiri lewat gu

gatan perdeta.




